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ABSTRAK

Tujuan Peneclitian ini adalah Mengetahui Proses Formulasi Raperda Inisiatif
DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan di Kota Palembang.Latar belakang penelitian ini, karena formulasi
merupakan hal vang sangat krusial vang menentukan apakah kebijakan yang
dibuat oleh pemerintah itu bermanfaat atau tidak dan juga dapat meminimalisasi
permasalahan vang timbul setelah kebijakan diterapkan ke masyarakat. Kedua,
karena melihat sampai sekarang korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan
anak masih ada, sehingga Undang-Undang yang ada tidak cukup untuk mengatasi
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka Perda akan menjadi payung
hukum sebagai penerapan Undang-Undang yang berlaku. Teori yang digunakan
untuk menjawab rumusan masalah ini adalah Formulasi Model Proses yang terdiri
dari Identifikasi masalah, Perumusan Usulan Kebijakan dan Pengesahan. Metode
Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif tipe deskriptif. Hasil
Penelitian ini adalah Proses formulasi Raperda Inmisiatif DPRD . tentang
Pelindungan Perempuan dan Anak dari Tindak kekerasan yang dilakukan oleh
DPRD Kota Palembang telah mengikuti Tata Tertib DPRD No. 1 Tahun 2019
mengenai penyusunan Raperda dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Formulasi, Raperda, Kekerasan Perempuan, Kekerasan Anak
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ABSTRACT

The purpose of this study is to know the formulation process of the Raperda
Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari
Tindak Kckerasan di Kota Palembang.The background of this research, because
the formulation is a very crucial thing that determines whether the policies made
by the government are useful or not and can also minimize problems that arise
after the policy is applied to the community. Second, because seeing that until
now the victims of violence against women and children still exist, so that the
existing law is not enough to overcome violence against women and children. the
Perda will become a legal umbrella as an application of the applicable law. The
theory used to answer the formulation of this problem is the Process Model
Formulation which consists of Problem identification. Policy Proposal
Formulation and Attestation. The research method used is a descriptive type
qualitative method. The result of this study is that the formulation process of the
Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan
Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang has followed the Tata Tertib
DPRD No. 1 2019 concerning the preparation of the Raperda and in accordance

with laws and regulations.
Keywords : Formulation, Raperda, Women's Violence, Child Violence
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Formulasi kebijakan menurut Anderson dalam (Winarno 2007:93)
merupakan merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana
alternatif masalah dipilih dan siapa yang berpartisipasi di dalamnya (H. Idris et al.,
2019). Langkah terpenting adalah perumusan kebijakan, yang pada dasarnya
memutuskan apakah kebijakan yang diajukan pemerintah masuk akal atau tidak.
Kebijakan publik menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan negara. Menjadi
tonggak keberhasilan dalam program-program pemerintahan untuk pembangunan
dan pengembangan dalam suatu negara. Keberhasilan negara dalam memajukan
perdamaian, kemakmuran, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat ditentukan
oleh kebijakan publik (Hayat, 2018). Dengan adanya proses formulasi kebijakan
maka pemerintah sudah dapat melihat apakah kebijakan yang dibuat itu akan
menimbulkan masalah atau tidak, maka proses formulasi kebijakan ini bertujuan
untuk meminimalisasi permasalahan yang timbul sebelum sebuah produk

kebijakan disahkan dan diimplementasikan ke masyarakat.

Perda menurut Jimly Asshiddiqie adalah cara untuk menerapkan Undang-
Undang dan peraturan yang lebih tinggi. Perda memiliki otoritas hukum karena
otoritas tersebut telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Kemampuan untuk
mengatur hal-hal kewenangan tersebut tidak secara tegas disediakan oleh Undang-
Undang juga dapat dicakup oleh aturan setempat. Perda dapat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan UUD 1945, yang disinggung dalam Pasal 18 ayat (3) dan (4).
Perda ini merupakan salah satu produk hukum pemerintah baik dari eksekutif
maupun legislatif. Sebelum Perda ini disahkan maka akan melalui proses
formulasi kebijakan terlebih dahulu sebelum disahkan. Sebelum Raperda disahkan,
alat kelengkapan DPRD yang disebut Badan Pembentukan Perda akan menyusun,
mengkoordinasikan, =~ menyiapkan, = menyelaraskan, = mempertimbangkan,

menganalisis, dan memberikan masukan pada Raperda.



Sesuai dengan Tata Tertib DPRD Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2019,
yang mengatur tentang fungsi DPRD, DPRD memiliki fungsi untuk menyusun
Perda, anggaran, dan pengawasan. Bersama dengan walikota, DPRD berdiskusi
dan menyetujui atau tidak menyetujui. Eksekutif dan legislatif dapat mengusulkan
Raperda, didukung dengan naskah akademik. Program Pembentukan Perda
ditetapkan berdasarkan kesepakatan DPRD dengan Walikota dan ditetapkan satu
tahun berdasarkan skala prioritas untuk menyusun usulan anggaran APBD.
rancangan disampaikan menurut garis besar pasal-pasal rD atau di luarnya
menurut peraturan perundang-undangan. Jelas bahwa sebagian tanggung jawab
pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah berkaitan dengan masalah

ekonomi, politik, budaya dan sosial.

Berkaitan dengan penelitian penulis yaitu Formulasi Raperda Inisiatif
DPRD Kota Palembang Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak
Kekerasan di Kota Palembang. Judul ini ingin peneliti angkat karena banyaknya
persoalan sosial perempuan dan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Seksual dan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun pelaksanaan pembentukan Raperda berdasarkan Peraturan DPRD
Kota Palembang Nomor I Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD yaitu pada Pasal
6 (1) s/d ayat (9) sampai Pasal 10 dan Pasal 7 (1) s/d ayat (3) serta harus sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan Pasal 56 s/d Pasal 62. Ketentuan Pasal 63 mengenai penyusunan Perda
Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 s/d Pasal 62 terhadap penyusunan

Perda Kabupaten/Kota Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Anak didefinisikan berdasarkan Keputusan Menteri Perempuan dan Anak
Nomor 02 Tahun 2022 yaitu mereka yang di bawah 18 (delapan belas) tahun,
termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 28B ayat 2 UUD
1945, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta

berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan cara ini anak



tumbuh secara wajar dan sesuai dengan kemampuannya. Perlindungan anak
merupakan isu krusial yang perlu dikoreksi. Kekerasan Terhadap anak adalah
segala perbuatan seseorang terhadap anak yang menyebabkan tekanan fisik,
psikologis, seksual atau emosional, termasuk pemaksaan, intimidasi, dari
kebebasan kekerasan. Sedangkan, Kekerasan Terhadap Perempuan didefinisikan
sebagai tindakan apa pun berdasarkan gender yang menyebabkan tekanan fisik,
psikologis, seksual atau emosional pada seorang perempuan, termasuk pemaksaan,

intimidasi, dari kebebasan kekerasan.

Masa depan negara terletak pada perempuan dan anak yang dilahirkan
dengan hak-hak tertentu dari orang tuanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang ada. Upaya untuk melindungi hak asasi anak, termasuk hak dasar
mereka atas kebebasan dan privasi serta kesejahteraan mereka, dikenal sebagai
perlindungan hak anak. Menurut Pasal 330 (1) KUHP, anak di bawah umur adalah

orang yang belum berumur 20 tahun dan belum menikah.

Terdapat sebuah jaringan kerja atau organisasi yang bertujuan untuk
membantu para perempuan yang sedang dalam kondisi krisis akibat kekerasan
yang dialaminya yaitu Pusat Krisis Perempuan (PKP) atau Women’s Crisis Center
(WCC). Feminis Inggris awalnya memiliki ide untuk membentuk pusat krisis
perempuan pada awal 1970-an untuk menawarkan tempat pengaduan bagi
perempuan yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga, penuh dengan
rumah persembunyian mereka (tempat penampungan).

Berdasarkan data WCC dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Palembang yang termasuk
kekerasan perempuan dibagi menjadi empat jenis yaitu perkosaan dan pelecehan
sosial, Kekeraan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Dalam Pacaran dan kekerasan

lainnya.



Tabel 1 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Jenis Kekerasan 2016 2017 2018 2019 2020
WCC |DP3P [WCC |DP3P (WCC [DP3P WCC [DP3P |[WCC |DP3P

M M M M M
Perkosaan dan|75 63 79 11 72 23 37 10
Pelecehan Seksual
KDRT 67 57 32 38 27
KDP 32 39 14 16 12
Kekerasan Lain 24 27 7 12 10
Jumlah 202 187 133 |11 138 23 86 10

Sumber WCC Palembang dan DP3PM 2020

Sepanjang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berdasarakan data WCC
dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Palembang telah melakukan pendampingan sebanyak 790 kasus.
Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus kekerasan terhadap
perempuan di Kota Palembang mengalami penurunan setiap tahunnya. Jumlah
kekerasan perempuan samgat banyak pada tahun 2016 dan 2017. Terjadi
penurunan yang sedang bukan penurunan yang serius. Terkhusus tahun 2019
sampai dengan tahun 2020 tidak ada peningkatan yang signifikan dalam
pengurangan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Palembang.

Selain persoalan tentang kekerasan perempuan terdapat juga persoalan
tentang kekerasan terhadap anak. Berdasarkan Bank Data Komisi Perlindungan
Anak Indonesia bahwa perlindungan anak melingkupi sebelas kategori yaitu
Sosial dan Anak dalam Situasi Darurat, Keluarga dan Pengasuhan Alternatif,
Agama dan Budaya, Hak Sipil dan Partisipasi, Kesehatan dan Napza, Pendidikan,
Pornografi dan Cyber Crime, Anak Berhadapan Hukum, Trafficking dan
Eksploitasi Serta Perlindungan lainnya yaitu anak sebagai korban kelalaian
orangtua atau lingkungan dan lain-lain.

Pandemi Covid-16 berdampak pada seluruh aspek masyarakat, terutama

kehidupan perempuan, anak-anak dan kelompok marjinal dan rentan lainnya.




Sementara semua orang terkena dampak epidemi COVID-19, situasi bagi
perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan
lainnya telah memburuk secara signifikan. Karena ada ketidaksetaraan sosial,
termasuk yang didasarkan pada kelas, usia dan jenis kelamin. Pandemi memukul

komunitas yang kurang beruntung dan orang-orang dengan status sosial rendah.

Kasus kekerasan terhadap Anak sepanjang Januari-Juli 2020 di Sumatera
Selatan mengalami peningkatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Sumatera Selatan mencatat ada 127 kasus
kekerasan, masing-masing dialami 87 orang anak perempuan dan 40 kasus oleh
anak laki-laki. Wilayah yang mendominasi kasus kekerasan anak tahun 2020 ialah
Kota Palembang sebanyak 71 kasus, dimana kasus kekerasan fisik berjumlah 18
kasus, psikis 23 kasus, seksual 8 kasus, penelantaran 13 kasus, dan lain-lain
sembilan kasus. Sedangkan, pada tahun 2019 jumlahnya ialah 193 kasus dan pada
tahun 2018 jumlah kekerasan anak yaitu 329. itu artinya kasus kekerasan di
Sumatera Selatan juga terjadi penurunan.

Berikut ini data pemantauan dan pengaduan pada Komisi Perlindungan
Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang selama tahun 2014 hingga 2019.
(Tribun Sumsel, 21 Januari 2020).



Tabel 2

Data Pemantauan Dan Pengaduan KPAID Kota Palembang 2014-2019

No. Kasus Perlindungan Anak |Jumlah Laporan
1. Anak  Pelaku  Melawan(157
Hukum
2. Kekerasan Seksual 195
3. Kekerasan Fisik 115
4. Kekerasan Psikis 20
S. Hak kuasa asuh 133
6. Penelantaran 29
7. Perlindungan Khusus 87
8. Perdagangan angl 1
(trafficking)

Sumber KPAID Kota Palembang

Sepanjang tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan data
Pemantauan Dan Pengaduan KPAID Kota Palembang dari ke tujuh jenis
kekerasan terhadap anak ternyata kasus terbanyak adalah kasus kekerasan seksual
yakni 195 kasus dan yang kedua anak pelaku melawan hukum dengan junlah 157

kasus.

Pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang pengadilan anak dengan
tujuan melindungi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum dan memastikan
bahwa mereka akan terus menggunakan hak-hak hukum mereka. Pemerintah
sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang membahas
perlindungan anak. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35
tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2002 yang berbicara terkait dengan perlindungan anak, segala bentuk kekerasan
yang dilakukan terhadap anak harus dicegah. Anak harus dijaga, diberikan

kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan diberi sarana



untuk melakukannya agar dapat dilindungi dari tindakan kekerasan. Anak tersebut
saat ini menjadi korban sekaligus pelaku kejahatan kekerasan ini.

Begitu pula dengan perlindungan terhadap perempuan pemerintah juga sudah
mengesahkan Undang-Undang terkait perlindungan perempuan, antara lain
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana
Seksual.

Selain masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,
Raperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak ini juga dibuat karena belum
adanya payung hukum dalam menindaklanjuti kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

Jenis dan Hierarki Penetapan Perundang-undangan berdasarkan Pasal 7
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan Republik
Indonesia terdiri atas:

1. UUD Republik Indonesia Tahun 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Perda Provinsi

7. Perda Kabupaten/Kota

Oleh karena belum ada payung hukum maka pemerintah tidak bisa
mengatasi tindak kekerasan perempuan dan anak di kota Palembang, apabila
sudah ada payung hukum maka ada anggaran dana untuk melakukan pencegahan,
penanganan dan pemulihan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan

anak.

Dalam suatu kasus, ada seorang anak tiri terdakwa, yang telah tinggal
bersama terdakwa di rumah yang sama selama tiga bulan, menjadi korban
pelecehan fisik oleh ibunya kepadanya. Pada 9 Agustus 2010, terdakwa
menggedor pintu rumah korban. Saat korban membukanya tanpa insiden,

terdakwa memukul dahi korban dengan batang kayu. Korban terluka oleh



terdakwa dan membutuhkan jahitan untuk luka di dahinya, memar di pangkal
hidungnya, dan goresan di hidung kanannya. Jaksa penuntut umum yang
mengancam akan mengurangi hukumannya menjadi satu tahun penjara saat
berada dalam penahanan praperadilan. Menurut putusan hakim dalam Amarnya,
terdakwa dinyatakan tidak secara meyakinkan tetapi secara hukum bersalah
karena terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan cedera
serius, seperti yang dinyatakan dalam dakwaan primair. Terdakwa, seorang ibu
rumah tangga, dianggap melanggar pasal 44 (2) Undang-undang No. 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 44(1) tentang
Undang-undang PDKRT atau Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
yang melarang kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan korban jatuh

sakit atau terluka parah (Irianto, 2020).

Adanya kekhawatiran dari peraturan yang sudah ada sebelumnya tentang
pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak belum mampu menangani
atau tidak cukup untuk nengelola dinamika kekerasan yang terjadi sekarang maka
DPRD melalui Bapemperda mengusulkan Perda inisiatif tentang Perlindungan
Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan. Menurut Undang-undang No. 15
Tahun 2019 yang mengubah Undang-undang No. 12 Tahun 2011, Perda Provinsi
adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan
persetujuan gubernur atau bupati/walikota. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 dalam pasal 1 angka 8 tentang Pembuatan Perda Kabupaten/Kota

dengan persetujuan Walikota.

Mengingat besarnya masalah yang terjadi maka penulis tertarik untuk
meneliti Formulasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang
Perlindungan Perempuan dan Anak karena beberapa alasan. Pertama, karena
formulasi merupakan hal yang sangat krusial yang menentukan apakah kebijakan
yang dibuat oleh pemerintah itu bermanfaat atau tidak dan juga dapat
meminimalisasi permasalahan yang timbul setelah kebijakan diterapkan ke
masyarakat. Kedua, karena melihat sampai sekarang korban tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak masih ada, sehingga Undang-Undang yang ada
tidak cukup untuk mengatasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak,

maka Perda akan menjadi payung hukum sebagai penerapan Undang-Undang



yang berlaku. Penerapan yang dimaksud ialah pencegahan, penanganan, dan

pemulihan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dibahas dalam

penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

Bagaimana Formulasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penulisan
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penulisan skripsi ini

antara lain sebagai berikut:

Mengetahui Proses Formulasi Raperda Inisiatif DPRD Kota Palembang Tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan:

1.4.1 Manfaat Akademik

Dengan hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat
memberikan informasi bagi peneliti lainnya yang membutuhkan, mempermudah
penelitian-penelitian selanjutnya serta dapat mengembangkan ilmu administrasi
publik mengenai formulasi kebijakan.
1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan masukan DPRD Kota Palembang agar dapat memaksimalkan
formulasi kebijakan supaya menghasilkan produk kebijakan yang sangat
bermanfaat bagi masyarakat terkait judul penelitian ini maka dari itu harapannya
perda ini dapat mencapai tujuan dan sasarannya yaitu memberi perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
1.4.3 Bagi Mahasiswa

Menambah wawasan mahasiswa serta membuat mahasiswa lebih berfikir

kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
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